SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang: a. bahwa Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat atau sebagai

Mengingat

o 1.

badan usaha yang berdasarkan asas kekeluargaan, memiliki
peran yang strategis didalam pembangunan daerah, dalam
upaya mewujudkan ketahanan ekonomi daerah demi
terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur
berlandasan Pancasila dan undang-undang Dasar Tahun
1945;

bahwa peran strategis Koperasi perlu dioptimalkan melalui
upaya pemberdayaandan pelindungan oleh pemerintah daerah,
sehingga koperasi menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh;

bahwa demi terciptanya kepastian hukum, dibutuhkan
pengaturan dalam pemberian pemberdayaandan pelindungan
bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamh
uruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkanPeraturan
Daerah tentangPemberdayaandan PelindunganKoperasi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

. Undang-UndangNomor 2 Tahun 1993

tentangPembentukanKotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(LembaranNegara Republiklndonesia Tahun 1993 Nomorl8,
TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor3518);

. Undang-UndangNomor 25 Tahun 1992

tentangPerkoperasian(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3502);
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4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimanatelahbeberapa kali
diubahterakhirdenganUndang-UndangNomor9Tahun
2015tentangPerubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23
Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republikindonesia Tahun 2015Nomor 38,
TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentangCiptaKerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2021Nomor 17, TambahanLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6619);

DenganPersetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAANDAN
PELINDUNGAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
DalamPeraturan Daerah ini yang dimaksuddengan:
1. Daerah adalah Kota Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalahWali Kota
sebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang
memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang

menjaditugasdaerahotonom.
3. Wali Kota adalahWali Kota Tangerang.

4. Perangkat Daerah adalahunsurpembantuWali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalampenyelenggaraanurusanpemerintahan
yang menjadikewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang
perdagangan, perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

6. Koperasiadalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangatau
badan
hukumKoperasidenganmelandaskankegiatannyaberdasarkanprinsipKoper
asisekaligussebagaigerakanekonomirakyat yang
berdasarkanatasasaskekeluargaan.

7. Prinsip Syariah adalahprinsiphukum Islam
dalamkegiatanKoperasiberdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga
yang memilikipenetapan fatwa di bidang syariah.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Koperasi Primer adalahKoperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
orang-seorang.

KoperasiSekunderadalahKoperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan
badan hukumKoperasi.

KoperasiSimpanPinjamyang selanjutnyadisebut KSP adalahKoperasi yang
melaksanakankegiatanusahanyahanyausahasimpanpinjam.

Unit SimpanPinjamyang selanjutnyadisebut USP Koperasiadalah unit
usahaKoperasi yang bergerak di
bidangusahasimpanpinjamsebagaibagiandarikegiatanUsaha Koperasi
yang bersangkutan.

KoperasiSimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah yang
selanjutnyadisingkat KSPPS adalahKoperasi yang kegiatanusahasimpan,
pinjam dan pembiayaansesuaiprinsip syariah, termasukmengelola zakat,
infak, sedekah, dan wakaf.

Unit SimpanPinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang
selanjutnyadisebut USPPS Koperasiadalah unit Usaha Koperasi yang
bergerak di bidangusahasimpan, pinjam dan pembiayaansesuaiprinsip
syariah, termasukmengelola zakat, infak, sedekah, dan
wakafsebagaibagiandarikegiatanUsaha Koperasi yang bersangkutan.

Pemberdayaanadalahupaya yang dilakukanPemerintah Daerah
secarabersinergidalambentukpenumbuhaniklim dan
pengembanganUsahasehinggamamputumbuh dan

berkembangmenjadiusaha yang tangguh, sehat dan mandiri.

Pelindunganadalahsegalaupaya yang
menjaminadanyakepastianhukumuntukmemberikanpelindungankepadaK
operasi.

Inkubasiadalahsuatu proses pembinaan, pendampingan, dan
pengembanganyangdiberikan oleh
lembagainkubatorkepadapesertainkubasi.

SistemPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik  (Online  Single
Submission) yang selanjutnyadisingkatSistemOSS
adalahsistemelektronikterintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh
Lembaga OSS untukPenyelenggaraanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko.

Perizinanberusahaadalahlegalitas yang
diberikankepadapelakuusahauntukmemulai dan  menjalankanusaha
dan/ataukegiatannya.

AnggotaKoperasi yang selanjutnyadisebutAnggotaadalahmasyarakat yang
telahbergabungdalamKoperasiberdasarkanperaturanperundang-
undangan dan tercantumdalamAnggaran
Dasar/AnggaranRumahTanggaKoperasi, yang
berkedudukansebagaipemilik dan penggunajasaKoperasi.

Pendidikan dan Pelatihanadalahupaya yang dilakukansecaraterarah dan
berkesinambunganuntukmeningkatkankualitas dan
kapasitasdalamrangkameningkatkankompetensisumberdayamanusiaKope
rasi.

PengawasanKoperasiyang selanjutnyadisebutPengawasanadalahkegiatan
yang dilakukan oleh pejabat yang membidangikoperasiuntukmengawasi
dan memeriksakoperasi agar
kegiatandiselenggarakandenganbaiksesuaidenganperaturanperundang-
undangan.

PengawasKoperasiadalahPejabatFungsionalPengawasKoperasi dan PNS

non-PejabatFungsionalPengawasKoperasi yang
ditetapkandalamjangkawaktutertentu yang mempunyairuanglingkup,
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan
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hakuntukmelakukankegiatanPengawasanKoperasi.

23. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang
dipilihmelaluikeputusanrapatAnggota yang menjalankantugas dan
fungsisebagaipengawas syariah.

24. Dewan Koperasi IndonesiaDaerah yang
selanjutnyadisebutDekopindaadalahorganisasi yang didirikandari dan
oleh Gerakan Koperasiuntukmemperjuangkankepentingan dan

menyalurkanaspirasiKoperasi di Daerah.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dalammelakukanPemberdayaandan
PelindunganKoperasi di Daerahbertugas:

a. menyusun rencana strategis;

menyusun rencana kerja;

menyusunrencanatahunan;
menyusunkebijakanPemberdayaan dan Perlindungan;

o oo g

menetapkan kriteria, standar, dan prosedurPemberdayaan dan
Perlindungan; dan

f.  melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi.
(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

Pemerintah Daerah
dalammelaksanakantugassebagaimanadimaskuddalamPasal 2 berwenang;:

a. memberikanpeluangusahabagiKoperasi;
b. menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi;

c. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan
kantor kas Koperasi Simpan Pinjam;

d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi;

e. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi simpan pinjam/unit simpan
pinjam Koperasi; dan

f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi.

Pasal4
Ruang lingkupdalamPeraturan Daerah inimeliputi:
Koperasi;
Pemberdayaan;
Pelindungan;
Perizinan;
Dekopinda;
Pelaporan;
Pendanaan;

Bt o a0 T

Sanksiadministratif; dan

e

Pembinaan dan pengawasan.
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BAB III
KOPERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal5
(1) Koperasiterdiriatas:

a. Koperasiyang
menjalankankegiatanusahanyaberdasarkanPrinsipKonvensional; dan

b. Koperasi yang menjalankankegiatanusahanyaberdasarkanPrinsip
Syariah.

(2) Koperasi yang menjalankankegiatanusahaberdasarkanprinsip syariah
sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf b harusmencantumkan kata
Syariah dalampenamaanKoperasi.

Bagian Kedua
Bentuk dan JenisKoperasi
Paragraf 1
BentukKoperasi

Pasal6
(1) KoperasisebagaimanadimaksuddalamPasalSdapatberbentuk:
a. Koperasi Primer; dan
b. KoperasiSekunder.

(2) KoperasiPrimer sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk
paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.

(3) KoperasiSekundersebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk
paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

(1) PembentukanKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasalSdiawalidenganr
apatpembentukanKoperasi yang dihadiri oleh pendiri.

(2) RapatpembentukanKoperasisebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dapatdilakukansecara daring dan/atau luring.

(3) Hasil rapatpembentukansebagaimanadimaksud pada ayat (2)
dinyatakandenganberita acara yang ditandatangani oleh pimpinanrapat,
dalambentukparafatautandatangandengantintabasahatauelektronik.

Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah melakukanpembinaan dan
pendampinganbagikelompokmasyarakat yang
akanmembentukKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal7.
(2) Ketentuanmengenaibentuk dan tata
carapendampingansebagaimanadimaksud pada ayat (1)

diaturdenganPeraturanWali Kota.

Pasal 9

PembentukanKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal5Sdilakukandenganakt
apendirian yang memuatAnggaran Dasar.
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Pasal 10
Anggaran Dasar sebagaimanadimaksuddalamPasal9memuatsekurang-
kurangnya:
a. daftar namapendiri;
nama dan tempatkedudukan;
maksud dan tujuansertabidangusaha;
ketentuanmengenaikeanggotaan;
ketentuanmengenairapatanggota;
ketentuanmengenaipengelolaan;
ketentuanmengenaipermodalan;

poto a0 o

ketentuanmengenaijangkawaktuberdirinya;

—e

ketentuanmengenaipembagiansisahasilusaha; dan
j- ketentuanmengenaisanksi.

Pasal 11
KoperasisebagaimanadimaksuddalamPasalSmemperoleh status badan hukum
pada tanggalditerbitkansuratkeputusan Menteri yang
menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidanghukum dan

hakasasimanusiatentangpengesahan badan hukumkoperasi.

Paragraf 2
JenisKoperasi

Pasal12
JenisKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasalSayat (1) terdiriatas:
a. Koperasikonsumen;

b. Koperasiprodusen;
c. Koperasijasa;
d. Koperasipemasaran; dan
e. Koperasi simpan pinjam.

Pasal 13
KoperasikonsumensebagaimanadimaksuddalamPasall2huruf a
menyelenggarakankegiatanusahapelayanan di

bidangpenyediaanbarangkebutuhanAnggota dan non Anggota.

Pasal 14
KoperasiprodusensebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf b
menyelenggarakankegiatanusahapelayanan di bidangpengadaansarana,
pemasaran, dan faktorproduksisertapemasaranproduksi yang

dihasilkanAnggotakepadaAnggota dan non Anggota.

Pasal 15
KoperasijasasebagaimanadimaksuddalamPasal12huruf C
menyelenggarakankegiatanusahapelayananjasa non-simpanpinjam yang

diperlukan oleh Anggota dan non Anggota.

Pasal 16
KoperasipemasaransebagaimanadimaksuddalamPasall2huruf d
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menyelenggarakankegiatanusahamemasarkanproduk yang dihasilkanAnggota
dan non-Anggota.

Pasal 17

(1) Koperasikonsumen, Koperasiprodusen, Koperasipemasarandan
Koperasijasadapatmelakukankegiatanusaha lain,
sesuaikebutuhanAnggota.

(2) Kegiatanusaha lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
wajibdicantumkandalamAnggaran Dasar.

(3) PenyebutanjenisKoperasi yang
menyelenggarakanbeberapakegiatanusahasebagaimanadimaksud pada
ayat (1) berdasarkan pada kesamaankegiatanusaha

dan/ataukepentinganekonomiAnggota yang terbesar.

Pasal 18
(1) KoperasisimpanpinjamsebagaimanadimaksuddalamPasall2huruf e
menjalankanusahasimpanpinjamsebagaisatu-satunyausaha yang
melayaniAnggota.
(2) Usaha simpanpinjamsebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dapatdilaksanakan oleh:
a. KSP;

b. USPKoperasi;
c. KSPPS; dan/atau
d. USPPSKoperasi.

(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaiusahasimpanpinjam yang dilaksanakan
oleh KSP, USPKoperasi, KSPPS, dan USPPS
Koperasisebagaimanadimaksudpadaayat (2) diaturdenganPeraturanWali
Kota.

Pasal 19

(1) KSPPS dan USPPSKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal 18ayat (2)
huruf C dan huruf
ddapatmenjalankanfungsisosialdalambentukbaitulmaaluntukpemberdaya
ansosialekonomianggota dan
masyarakatsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

(2) Dinas memfasilitasiterbentuknya Dewan Pengawas Syariah
melaluikerjasamadengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN MUI) gunamendukungtunbuh dan
berkembangnyakoperasi yang berbasis/pola syariah.

Pasal20

(1) KoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal 13sampaidenganPasal 17
melaksanakanKegiatanUsaha antara lain berdasarkan:

a. kesamaan Usaha;
b. potensi; dan
c. kebutuhanAnggota.

(2) KegiatanUsaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
secara:

a. tunggal Usaha; atau
b. serba Usaha.
(3) KegiatanUsaha yang
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dilaksanakansecaratunggalusahasebagaimanadimaksud pada ayat(2)
huruf a merupakanKoperasi yang diselenggarakan pada 1 (satu)
bidangUsaha tertentu.

(4) KegiatanUsaha yang
dilaksanakansecaraserbausahasebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf
b merupakanKoperasi yang
diselenggarakandenganbeberapakegiatanusaha pada 1 (satu)

ataulebihbidangUsaha tertentu.

(5) Kegiatanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b
harusmemilikiusaha inti.

(6) Kegiatanusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapatmemiliki
dan/ataumemanfaatkan platform teknologi digital
untukmendorongakselerasi dan integrasisertadayasaing.

BAB IV
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal21

PemerintahDaerah
melakukanPemberdayaanKoperasimelaluipenetapankebijakandalamaspek,
antara lain:

kelembagaan;

produksi;

pemasaran;

keuangan;

inovasi dan teknologi; dan
kerjasama dan kemitraan.

™ e TP

Pasal 22

Kebijakan pada
aspekkelembagaansebagaimanadimaksuddalamPasal2 1hurufaantara lain
meningkatkan:

a. kualitaspartisipasiAnggotaKoperasi;

b. kapasitas dan kompetensiAnggotaKoperasi;

c. kemampuanmanajerial dan tata kelolaKoperasi; dan
d

. kapasitasAnggotaKoperasisebagaiwira Usaha
KoperasiatauwiraKoperasimelaluilnkubasi.

Pasal 23

Kebijakan pada aspekproduksisebagaimanadimaksuddalamPasal2l1huruf b
antara lain:

a. meningkatkanteknikproduksi, pengolahan,
dankemampuanmanajemenbagiKoperasi;

b. meningkatkankemampuanrancangbangun dan
perekayasaanbagiprodukAnggotaKoperasi;

c. memberikankemudahandalampengadaansarana. dan
prasarana,produksipengolahan, bahanbaku,bahanpenolong, dan

kemasanbagiKoperasi; dan
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d. menerapkanstandardisasidalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 24

Kebijakan pada aspekpemasaransebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf c
antara lain:

a. menumbuhkanloyalitasAnggotaKoperasi;

b. mengembangkanpotensi pasar selainAnggotauntukpengembanganusaha
dan/ataukelebihankemampuanpelayananKoperasikepadanon Anggota;

c. mengembangkanjaringanusahakerjasamayang
salingmenguntungkanantarKoperasi dan
KemitraanantaraKoperasidenganpelakuusaha lain;

d. memfasilitasiKoperasiuntukmemilikihak paten dan
merekatasprodukKoperasi agar berdayasaing di pasar domestik dan pasar
mancanegara; dan

e. melakukankurasiprodukunggulanDaerah yang
memilikipotensisebagaiwaralaba.

Pasal 25

(1) Kebijakan pada aspekkeuangansebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf
d antara lain:

a. meningkatkanpartisipasi modal AnggotaKoperasimelaluipemupukan
modal;

b. meningkatkanaksespembiayaankepadasumberpembiayaandalamjumla
h, bungaatauimbaljasa, dan tenggatwaktutertentu; dan

c. dapatmembentuk Badan LayananUmum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Dana BergulirbagiKoperasi.

(2) Peningkatanpartisipasi modal AnggotaKoperasimelaluipemupukan modal
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berasaldari:

a. hibah; dan/atau
b. penyetaraansimpananAnggota.

(3) Peningkatkanaksespembiayaankepadasumberpembiayaandalamjumlah,b
ungaatauimbaljasa, dantenggatwaktutertentusebagaimanadimaksud pada
ayat (1) huruf b antara lain berasaldari:

a. Anggota;

b. non Anggota;

c. Koperasi lain; dan/atau

d. bank dan industrikeuangannonbank.

Pasal26

Kebijakan pada aspekinovasi dan
teknologisebagaimanadimaksuddalamPasal2 1huruf e antara lain:

a. meningkatkankemampuanriset dan pengembanganUsaha, keinovasian,
dan transformasidigital;

b. meningkatkankemampuaninovasiKoperasiuntukmeningkatkanefisiensikerj
a dan dayasaingKoperasi,

c. meningkatkanpemanfaatanteknologidalambidangdesain dan
pengendalianmutu;

d. meningkatkankerjasama dan alihteknologi;
e. memberikaninsentifkepadaKoperasi yang
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mengembangkanteknologiramahlingkungan; dan
f. mengembangkanwiraUsaha melaluilnkubasi.

Pasal 27

Kebijakan pada aspekkerjasama dan
kemitraansebagaimanadimaksuddalamPasal21huruf f antara
lainmengembangkan:

a. mengembangkankerjasamausahaantarKoperasi; dan
b. mengembangkankemitraanusahaantaraKoperasidenganbadanusaha lain.

Pasal 28

(1) KoperasimelakukankerjasamausahaantarKoperasi dan
kemitraandenganpelakuusaha lain
sebagaimanadimaksuddalamPasal27dilaksanakanberdasarkansaling:

a. memerlukan;
b. mempercayai;
c. memperkuat; dan
d. menguntungkan.

(2) Dinas dapatmemfasilitasikerjasama dan kemitraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjutmengenai tata carafasilitasikerjasama dan
kemitraansebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
KebijakanPengembanganKoperasi di SektorTertentu

Pasal29

(1) Pemerintah Daerah melakukanpemberdayaanbagikoperasi yang
melakukankegiatanusahatertentu di sektorperdagangan.

(2) PemberdayaanbagiKoperasi di sektorperdagangansebagaimanadimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. KerjasamabagiKoperasi yang melakukankegiatanusaha di
sektorperdagangan; dan
b. PembinaanKoperasi yang melakukankegiatanusaha di
sektorperdagangan.
(3) Kerjasamasebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a

dilakukandenganmemberikankesempatanberusahabagiKoperasimelaluipol
akemitraandenganmemperhatikan system pembinaanterpadu dan basis
data tunggalsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan

(4) Dinas melakukanpembinaanKoperasi di sektorperdagangan paling sedikit:
a. Penguatankelembagaan,;
b. Pendidikan dan pelatihansumberdayamanusia;
c. Kemudahanaksespermodalan; dan
d. Pengembanganusaha.

BAB V
PELINDUNGAN

Pasal30
(1) PemerintahDaerah memberikanPelindunganKoperasidalambentuk:
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a. penerbitanizinusaha,;
b. menetapkanbidangusaha yang hanyabolehdiusahakan oleh Koperasi;
dan

c. menetapkanbidangusaha di Daerah yang telahberhasildiusahakan
oleh Koperasiuntuktidakdiusahakan oleh badan usahalainnya.

(2) Penetapanbidangatausektorusahasebagaimanadimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c ditetapkandengan Keputusan Wali Kota.

Pasal31
(1) SelainPelindunganterhadapKoperasisebagaimanadimaksuddalamPasal30,
Pemerintah Daerah dapatmelakukanpemulihan Usaha

dalamkondisidarurattertentu.
(2) Kondisidarurattertentusebagaimanadimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. bencana;
b. wabah; atau
c. kondisilainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) BentukPelindunganterhadapKoperasidalamkondisidarurattertentusebagai
manadimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :

a. restrukturisasikredit;

b. rekonstruksiusaha; dan/atau
c. bantuan modal; dan/atau

d. bantuanbentuklain.

Pasal 32

RestrukturisasikreditsebagaimanadimaksuddalamPasal31layat (3) huruf a
dilaksanakandalambentukantara lain:

a. relaksasi; dan
b. penjadwalanulangkredit.

Pasal 33

RekonstruksiusahasebagaimanadimaksuddalamPasal3layat (3) huruf b
dilaksanakandalambentukhibahsaranaproduksi.

Pasal 34

Bantuan modal sebagaimanadimaksuddalamPasal3layat (3) huruf c
dilaksanakandalambentukantara lain:

a. hibah;

b. pinjaman;

c. dana bergulir; dan/atau
d. pembiayaan.

Pasal 35

(1) Dinas melakukanpengawasankepadakoperasikhususnya KSP/USP dan
KSPPS/USPPS sesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cara dan prosedurpengawasan KSP/USP
diaturlebihlanjutdalamPeraturanWalikota.

BAB VI
PERIZINAN
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Pasal36
(1) Koperasidalammenjalankanusahanyawajibmemilikilzin:
a. Usaha; dan/atau
b. Operasional.

(2) Izin Usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakanlzin
Usaha SimpanPinjam yang diberikan pada:

a. KSP;

b. USPKoperasi;

c. KSPPS; dan/atau
d. USPPSKoperasi.

(3) IzinOperasionalsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiriatasizin:

a. pembukaankantorcabang;
b. pembukaankantorcabangpembantu; dan
c. pembukaankantor kas.

(4) Ketentuanmengenaipersyaratan dan tata
carapendaftaranizinsebagaimanadimaksud pada ayat (1)
sampaidenganayat (3)

dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal37

(1) IzinUsaha
dan/atauizinOperasionalsebagaimanadimaksuddalamPasal36berlakusela

ma badan hukumKoperasiberdiri dan
menjalankankegiatanusahasesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.

(2) Izin Usaha dan/atauizinOperasionalsebagaimanadimaksudpada ayat
(1)diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atasnamaWali Kota.

Pasal38

Dinas
melakukanverifikasiberkaspersyaratanizinusahaSimpanPinjam,Persetujuan
Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan Kas dalambentuk Softcopy.

BAB VII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 39

(1) Pemerintah DaerahdapatmemfasilitasipenyelenggaraanPendidikan dan
PelatihanbagiAnggotaKoperasi.

(2) Pendidikan dan Pelatihansebagaimanadimaksud pada ayat (1)
diselenggarakanuntukmeningkatkanpengetahuan, keterampilan dan
sikap dan perilakuAnggotaKoperasi.

(3) Pendidikan dan Pelatihansebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VIII
DEKOPINDA
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Pasal40
(1) KoperasidapatmenjadianggotaDekopinda.

(2) Dekopindasebagaimanadimaksud pada ayat (1)
merupakanlembagagerakanKoperasi yang memperjuangkankepentingan
dan bertindaksebagaipembawaaspirasiKoperasi.

(3) Dekopindasebagaimanadimaksud pada ayat (2)
merupakanmitraPemerintah Daerah dalammembina dan
mengembangkankemampuanKoperasi di Daerah.

Pasal4d 1

Pemerintah Daerah
dapatmemberikanbantuanpendanaankepadaDekopindadalamrangkapelaksan
aankegiatansebagaimanadimaksuddalamPasal40.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal4?2

(1) Koperasi yang
melaksanakanrapatAnggotawajibmelaporkanhasilkeputusanrapatAnggota
kepadaWali Kota melalui Dinas.

(2) LaporanhasilkeputusanrapatAnggotasebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dapatdisampaikanmelaluisistempelaporanelektronikatau manual.

(3) LaporanhasilkeputusanrapatAnggotasebagaimanadimaksud pada ayat (2)
disampaikan paling lambat 1 (satu)
bulansetelahtanggalpelaksanaanrapatAnggota.

Pasal43

(1) KSP, USP, KSPPS, dan USPPS sebagaimanadimaksuddalamPasal 18ayat
(2) wajibmenyampaikanlaporanpelaksanaankegiatanusahasimpanpinjam
dan/ataupembiayaan syariah kepadaWali Kota melalui Dinas.

(2) Laporanpelaksanaankegiatanusahasimpanpinjam dan/ataupembiayaan
syariah sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
disampaikanmelaluisistempelaporanelektronikatau manual.

(3) Laporanpelaksanaankegiatanusahasimpanpinjam dan/ataupembiayaan
syariah sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dilakukansetiap 6 (enam)
bulanatausewaktu-waktuapabiladibutuhkan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal44

Pendanaanpelaksanaanpemberdayaan dan
pelindunganKoperasidapatbersumberdari:

a. anggaranpendapatan dan belanjadaerah; dan/atau
b. sumber iain yang sah dan tidak mengikat sesuai
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal45

SetiapKoperasi yang
tidakmelaksanakanketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 42 dan
Pasal43dapatdikenakansanksiadministratif.

Sanksiadministratifsebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiriatas:
a. teguranlisan;

b. tegurantertulis;

c. pembekuankegiatanusaha; dan/atau

d. pencabutanizin.

BABXII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal46
WaliKotamelakukanpembinaanterhadapKoperasi.
PembinaanKoperasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:
pelayananadministrasi badan hukumKoperasi;
organisasiKoperasi;

Usaha;
permodalanKoperasi;
kebijakan dan strategi pembinaan;dan

Moo o

koordinasipembinaan.

PembinaanKoperasisebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal47
Wali KotamelakukanpengawasanterhadapKoperasi.
Pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. penerapankepatuhan;
b. kelembagaan;
c. usahasimpanpinjam; dan
d. penilaiankesehatanusahasimpanpinjam.

Pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (1), pada Koperasi yang
menjalankankegiatanusahanyaberdasarkanPrinsipKonvensionaldilaksan
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akan oleh PengawasKoperasi.

(4) Pengawasansebagaimanadimaksud pada ayat (1), padaKoperasi yang
menjalankankegiatanusahanyaberdasarkanPrinsipSyariah dilaksanakan
oleh Dewan Pengawas Syariah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal48
Peraturan Daerah inimulaiberlaku pada tanggaldiundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan
Daerah inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 Juni 2022

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 26 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN
(6,20/2022)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGANKOPERASI

I. UMUM

Koperasi memiliki kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk
mewujudkan tatanan ekonomi daerah maupun nasional yang seimbang,
berkembang dan berkeadilan dalam menopang ketahanan ekonomi
masyarakat dan sebagai sarana penciptaan lapangan pekerjaan serta
pengentasan kemiskinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33
ayat (1) dan Tap MPR RI No. XVI/MPR/1998 Pasal 5 yang menyatakan
bahwa Usaha Kecil Menengah dan Koperasi sebagai pilar utama ekonomi
nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan,
dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas
kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Dalam sistem perekonomian kita,
yang diutamakan bukanlah kemakmuran orang perorangan atau
kemakmuran segolongan masyarakat akan tetapi kemakmuran seluruh
masyarakat. Atas dasar itulah koperasi harus dikembangkan dan harus
tumbuh subur ditengah - tengah masyarakat sebagai organisasi ekonomi
bagi rakyat.

bahwa untuk memperkokoh dan memantapkan organisasi, manajemen
serta usaha Koperasi mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan
tangguh, maka diperlukan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat guna
pemberdayaan Koperasi.

Dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan koperasi,
meningkatkan kepatuhan, meningkatkan usaha, meningkatkan kapasitas
Pengelola Koperasi dan tertib administrasi koperasi perlu peran Pemerintah
Daerah  melalui fasilitasi pemeringkatan koperasi, melaksanakan
pengawasan koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi dan memberikan
peluang usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi, Sertifikasi Pengelola
Koperasi dan Pendampingan Koperasi

Sebagaimana diketahui tedapat permasalahan koperasi di kota
tangerang yang dapat dikelompokkan dalam 4 kondisi yaitu pengetahuan
koperasi, bisnis, kelembagaan dan peluang proyek percontohan dalam
penerapan pola syariah dengan mengharapkan dapat mmpercepat proses
perekonomian yang berkembang sesuai dengan visi kota tangerang.

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah,
mengamanatkandaerahuntukmelakukanpemberdayaan dan
perlindungankoperasi yang berada di Kota Tangerang, yang pada
akhirnyabertujuanuntukmempercepatterwujudnyakesejahteraan
Masyarakat.Berdasarkanuraian-uraian di atas,
dalamrangkamemberikankepastianhukum dan
perlindunganhukumdalamPemberdayaan dan PerlindunganKoperasidi Kota
Tangerang, DPRD dan Pemerintah Daerah Kota  Tangerang
mengambilkebijakanuntukmengaturPemberdayaan dan
PerlindunganKoperasidalamsuatuPeraturan Daerah. Peraturan Daerah
tentangPemberdayaan dan PerlindunganKoperasimempunyaimateri yang
mencakup:

a. KetentuanUmum;
b. Tugas dan Kewenangan;
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II.

Koperasi;
Pemberdayaan,;
Perlindungan;
Perizinan;

SRR I ST

Dekopinda;

e

Pelaporan;

Pendidikan dan Pelatihan;

j- Pembinaan dan Pengawasan; dan

k. KetentuanPenutup.
Oleh karenaitu,

dalamrangkamemberikankepastianhukum dan

perlindunganhukumbagiPemerintah  Daerah dan  pihak-pihak yang
terkaitdalamPemberdayaan dan PerlindunganKoperasidi Kota Tangerang,

dibentuklahPeraturan
PerlindunganKoperasiini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas.
Pasal 2
Cukupjelas.
Pasal 3
Cukupjelas.
Pasal 4
Cukupjelas.
Pasal 5
Cukupjelas.
Pasal 6
Cukupjelas.
Pasal 7
Cukupjelas.
Pasal 8
Cukupjelas.
Pasal 9
Cukupjelas.
Pasal 10
Cukupdelas
Pasal 11
Cukupjelas.
Pasal 12
Cukupjelas.
Pasal 13
Cukupjelas.
Pasal 14
Cukupjelas.
Pasal 15
Cukupjelas.
Pasal 16
Cukupjelas.

Daerah tentangPemberdayaan dan
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Pasal 17
Cukupijelas.
Pasal 18
Cukupijelas.
Pasal 19

Yang dimaksuddenganbaitulmaaladalahsuatulembagaataupihak yang
mempunyaitugaskhususmenanganisegalahartaumat,

baikberupapendapatanataupengeluaran.

Baitul maaldapat  juga

diartikansecarafisiksebagaitempatuntukmenyimpan dan

mengelolasegalamacambharta.

Pasal 20
Cukupijelas.
Pasal 21
Cukupijelas.
Pasal 22
Cukupjelas.
Pasal 23
Cukupjelas.
Pasal 24
Cukupjelas.
Pasal 25
Cukupjelas.
Pasal 26
Cukupjelas.
Pasal 27
Cukupjelas.
Pasal 28
Cukupjelas.
Pasal 29
Cukupjelas.
Pasal 30
Cukupjelas.
Pasal 31
Cukupjelas.
Pasal 32
Cukupjelas.
Pasal 33
Cukupjelas.
Pasal 34
Cukupjelas.
Pasal 35
Cukupjelas.
Pasal 36
Cukupjelas.
Pasal 37
Cukupjelas.
Pasal 38
Cukupjelas.
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Pasal 39

Cukupijelas.

Pasal 40

Cukupijelas.

Pasal 41

Cukupijelas.

Pasal 42

Cukupijelas.

Pasal 43

Cukupjelas.

Pasal 44

Cukupijelas.

Pasal 45

Cukupijelas.

Pasal 46

Cukupjelas.

Pasal 47

Cukupjelas.

Pasal 48

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN

(6,20/2022)
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